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Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang penting dari suatu negara, salah satu 
untuk membangkitkan perekonomian nasional adalah kebijakan mengundang masuknya 
Investor ke Indonesia, penelitian dengan judul “Aspek Hukum Perizinan Investasi 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”. Memiliki 
rumusan masalah Bagaimana pengaturan hukum tentang perizinan investasi di Indonesia 
pasca lahirnya menurut undang-undang ciptakerja dan Bagaimana kendala yang dihadapi 
investor dan Upaya pemerintah dalam menningkatkan investasi. Penilitian ini bertujuan  
untuk mengkaji pengaturan hukum tentang perizinan investasi di Indonesia sebelum dan 
pasca lahirnya menurut undang-undang ciptakerja dan Untuk mengkaji kendala yang 
dihadapi investor dalam memulai investasi di Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. 
Adapaun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder dari Undang-
Undang jurnal hukum dan karya tulis hukum, serta data non hukum dari internet dengan 
sumber terpercaya yang dapat dijadikan referensi. Kemudian data akan dianalisa dengan 
menggunakan metode kualitatif, kemudian dibuat kesimpulan yang berguna menjawab 
rumusan masalah dalam penelitian ini Berdasarkan analisa data yang dilakukan, maka 
diperoleh kesimpulan bahwa Undang-Undang cipta kerja meciptakan pengaturan hukum 
tentang perizinan investasi, namun masih ada beberapa kendala yang masih dihadapi para 
investor terkait perizinan investasi setelah diberlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, 
salah satunya Perizinan berbasis risiko. 
Kata Kunci : Perizinan Investasi, Investasi, Undang-Undang Cipta Kerja 





Economic growth becomes one of the important things of a country, One of the ways to 
generate the national economy is the policy of inviting the entry of Investors into Indonesia, 
research with the title “Aspek Hukum Perizinan Investasi Berdasarkan Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” . Has a problem formulation How the legal 
arrangements on investment licensing in Indonesia after the birth of the law ciptakerja and 
How the obstacles faced by investors and government efforts in increase investment. This 
research aims to review the legal arrangements on investment licensing in Indonesia before 
and after the birth according to copyright law and to examine the obstacles faced by 
investors in starting investments in Indonesia. 
This research uses library research method.  The data sources used are primary and 
secondary data from the Law on Legal Journals and Legal Papers, as well as non-legal data 
from the internet with reliable sources that can be used as references. Then the data will be 
analyzed using qualitative methods, then made useful conclusions answering the problem 
formulation in this study 
Based on the analysis of the data conducted, it was concluded that the Copyright Act creates 
legal arrangements on investment licensing, but there are still some obstacles that investors 
still face regarding investment licensing after the enactment of the Copyright Act, one of 
which is risk-based licensing. 
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A. Latar Belakang 
Indonesia pada saat ini tergolongsuatu keadaan negara yang masih 
berkembang, makamasih banyak hal tentang pembangunan yang perlu dilakukan 
pada semua bidang.Seperti diketahui kondisi keuangan negara belum kembali 
normalhingga saat ini, sehingga banyak proyek pembangunan yang sudah di 
rancang atau dijalankan menjadi terbengkalai. 
Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang 
berkelanjutan, yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, 
dalam rangka mencapai tujuan nasional yang ditetapkan dalam pembukan 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Masyarakat 
diturunkan dari generasi ke genrasi. 
Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam 
program pembangunan nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu 
masyarakat adil dan makmur.cimana masyarakat yang adil dan makmur itu 
diwujudkan melalui pembangunan diberbagai bidang, diantaranya bidang 





terdapat dinegara ini.Seperti :sektor pertanian, kehutanan, perikanan, 
pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa dan lain-lain.
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Investasi secara harfiah diartikan sebagai aktifitas atau kegiatan penanaman 
modal, sedangkan investor adalah orang atau badan hukum yang mempunyai 
uang untuk melakukan investasi atau penanaman modal.
2
Sejalanmenurut 
perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi,berbagai ragam 
investasi dan mulai mengalami perkembangan, mulai investasi yang bersifat 
kebendaan dan dilaksanakan secara langsung menjadi investasi terhadap modal 
atau bentuk-bentuk investasi baru seperti surat berharga, seperti saham, obligasi 
dan lain-lain, untuk memancing para investor yang akan melakukan investasi di 
Indonesia baik investor dalam negeri maupun asing. 
Semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia, masuknya investasi dari 
kalangan investor dalam negeri maupun investor asing, memberikan dampak 
yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Investasi 
merupakan suatu penggunaan proses penguatan perekonomian negara. Investasi 
pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan 
harapan memperoleh keuntungan di masa mendatang.
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Menurut Salim HS dan Budi Sutrisno, investasi adalah penanaman modal 
uang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik dalam 
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Aminuddin ilmar.Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2004, hlm 2. 
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Marzuki Usman Singgih Riphat Syahrir Ika, 1997, Pengetahuan Dasar Pasar Modal. 
Jakarta, Jurnal Keuangan dan Moneter, hlm 45. 
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 Eduardus Tandelilin, Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio, Jakarta: Djambatan, 









Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh 
penanam modal dari dalam negeri atau dari luar negeri (penanam modal asing) 
untuk melakukan investasi diwilayah Indonesia, Indonesia merupakan Negara 
kepulauan memiliki sumber daya alam melimpah berupa pertanian, peternakan, 
perikanan, kehutanan, maupun pertambangan. Tidak serta merta sumber daya 
alam melimpah dapat diambil dengan sendirinya maupun diolah.Perlu dibangun 
sarana prasarana dalam mengolahnya oleh pemerintah Indonesia.Untuk itu 
dengan adanya investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan 
untuk mengatasi segala permasalahan ekonomi dan memajukan Indonesia di 
berbagai sektor terutama sektor Ekonomi. 
Kebijakan investasi atau penanaman modal selayaknya bisa menjadi dasar 
ekonomi kerakyatan dengan melibatkan pengembangau usaha mikro, kecil, 
menengah, dan koperasi, mempercepat pembangunan ekonomi nasional dengan 
mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan riil; salah satu sumber dana dalam 
pembangunan ekonomi nasional negara adalah dengan mengundang investor 
(penanam modal) terutama asing agar bersedia menanamkan modalnya.
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Penanaman modal atau investasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 
2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal 
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 Salim HS dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta; Rajawali Pers, 
2008, hlm 33. 
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dalam negeri (PMDN) maupun penanam modal asing (PMA) untuk melakukan 
usaha di wilayah negara Republik Indonesia.Dalam pembangunan ekonomi, 
investasi mempunyai dua peran penting, yang pertama peran terhadap jangka 
pendek berupa pengaruhnya pada permintaan massa yang akan mendorong 
meningkatnya output dan kesempatan kerja. Kedua, efeknya pada pembentukan 
kapital.Investasi bakal menambah berbagai peralatan, mesin, bangunan dan 
sebagainya. Dalam jangka panjang, tindakan ini akan meningkatkan potensi 
output dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. 
Setiap penanaman modal akan memberikan konstribusi yang besar bagi 
pertumbuhan ekonomi sebuah negara, karena penanaman modal akan mendorong 
berkembangnya aktivitas perekonomian secara keseluruhan. Di samping adanya 
kebutuhan perekonomian pembangunan, keberadaan penanaman modal baik 
domestik maupun asing juga memberikan sejumlah manfaat bagi pemerintah 
yakni dapat menyerap tenaga kerja di negara penerima modal, dapat menciptakan 
tuntutan bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi 
investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan negara 
dari sektor pajak, adanya alih teknologi (transfer of technology) maupun alih 
pengetahuan (transfer of know how).
6
 
Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu hal yang penting dari suatu negara, 
pertumbuhan ekonomi yang baik dapat menjadi suatu indikator bahwa negara itu 
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 Sentosa Sembiring, Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang - Undang 





mampu berdiri sendiri dan memenuhi kebutuhan finansialnya secara 
mandiri.
7
Banyak hal yang menjadi faktor pendukung pertumbuhan ekonomi pada 
suatu negara, salah satunya adalah investasi atau penanaman modal. 
Salah satu untuk membangkitkan perekonomian nasional seperti dulu kala 
sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya 
Investor ke Indonesia. Dengan melakukan investasi, baik investasi asing maupun 
investasi dalam negeri, sampai saat ini merupakan faktor penting dalam 
menggerakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan harapan  masuknya 
investor di Indonesia yang pada kenyataanya masih sulit untuk diwujudkan.  
Masuknya investor ini dalam kegiatan investasi di Indonesia sebagai 
pelengkap berbagai sektor-sektor usaha dan industri yang belum dapat 
dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak investor, baik alasan teknologi, manajemen, 
atau alasan permodalan.investor asing dan investor dalam negeri diharapkan 
dapat lebih memperbaiki iklim usaha atau kehidupan usaha dalam segala bidang 
usaha agar dimanfaatkan sebagai upaya menembus jaringan yang ada. 
Masyarakat menaruh perhatian besar terhadap keberpihakan pemerintah 
dalam implementasi Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta 
Kerja (Ciptaker).Hal tersebut terlihat dari antusiasme publik memberikan 
masukan dalam terkait perizinan usaha.Pengesahan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) membawa keberkahan bagi 
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para investor .Tujuan dibuatnya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu memberikan 
kemudahan perizinan usaha bagi para investor. 
Menurut, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meyakini UU No 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan menyelesaikan sejumlah hambatan saat 
investor ingin memulai investasi di Indonesia. Kendala yang dihadapi investor 
saat mulai investasi antara lainbanyaknya regulasi dan perizinan. 
Berdasarkan uraian diatas maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian lebih lanjut tentang permasalahan tersebut dengan judul “Aspek 
Hukum Perizinan Investasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
Tentang Cipta Kerja” 
B. Rumusan Masalah  
Dengan memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan 
yang hendak dikemukakan adalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanapengaturan hukum tentang perizinaninvestasi di 
Indonesia pasca lahirnya undang-undang ciptakerja? 
2. Bagaimana kendala yang dihadapi investor? 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka yang menjadi 





1. Untuk mengkajipengaturan hukum tentang perizinan investasi di 
Indonesia sebelum dan pasca lahirnya menurut undang-undang 
ciptakerja. 
2. Untuk mengkajikendala yang dihadapi investor dalam memulai 
investasi di Indonesia. 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat penlitian ini diharapkan dpat dipergunkan secara teoritis maupun 
praktis : 
1. Manfaat Teoritis  
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 
pengetahuan dan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, khususnya 
hukum ekonomi dengan perkembangan dan paradigma hukum terbaru 
yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentag Cipta 
Kerja khusunya dalam bahasan kemudah izin investasi yang diberikan 
kepada para investor. 
2. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas 
permasalahan yang diteliti dan dapat memberikan manfaat bagi 
masyarakat pada umumnya mengenai perizinanInvestasi di Indonesia. 
E. Tinjauan Pustaka 
Sebagai bahan pertimbangan  terhadappenulis untuk melaksanakan 





karekteristik yang relatif sama pada hal ini tema kajian, meskipun berbeda 
variabel dalam hal kriteria subjek, jumlah dan posisi variabel penelitian atau 
metode analisi yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa skripsi terdahulu: 
1. Panusunan Malau Universitas Hkbp Nommensen, 2017. "Aspek 
Hukum Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan Menurut 
UU Nomor 25 Tahun 2007”.
8
 Penulisan skripsi ini bertujuan untuk 
menjelaskan bagaimana manfaat penanaman modal yang berwawasan 
lingkungan di Indonesia, menjelaskan tentang pengauran penanaman 
modal di Indonesia secara umum yang diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan manfaat 
penanaman modal. 
Adapun persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut 
ialah sama-sama membahas perihal Penanaman modal asing di 
Indonesia.Perbedaanya sendiri pada objek penelitianya. 
2. Irwin Djono, Fakultas Hukum Universistas Sumatera Utara,2019. 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara 
Online Single Submission Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018”.
9
 
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 
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Panusunan Malau “Aspek Hukum Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan 
Menurut UU Nomor 25 Tahun 2007 ,Skripsi Sarjana Hukum , Medan : Perpustakaan Fakultas Hukum 
Universitas Hkbp Nommensen, 2017. Di akses pada tanggal 21 Maret 2021 pukul 23.26WIB.  
9
Irwin Djono “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara Online 
Single Submission Berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018.  Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 
http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/15848/150200403.pdf?sequence=1&isAllowed





Pelayanan izin dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 
dilakukan secara online atau daring atau dikenal dengan Online Single 
Submission (OSS) dalam arti penanam modal tidak perlu hadir secara 
fisik untuk mendapatkan pelayananan.  
Adapun persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut 
ialah sama-sama membahas perihal perizinan investasi di 
Indonesia.Perbedaanya sendiri pada objek penelitianya. 
3. Suend .R. Saragih, Fakultas Hukum Universistas Sumatera Utara,2021. 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Kemudahan Izin Berusaha Yang 
Diberikan Bagi Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah 




Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana 
kemudahan izin dalam yang diberikan Koperasi dan UMK-MMenurut 
UU Nomor 11 Tahun 2020. 
Adapun persamaan antara skripsi penulis dengan skripsi tersebut 
ialah sama-sama membahas perihal perizinan investasi di 
Indonesia.Perbedaanya sendiri pada objek penelitianya. 
F. Metode Penelitian 
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Metode Penelitian merupakan cara utama yang digunakan dalam 
penelitian untuk mencapai tujuan dan jawaban atas masalah yang diajukan.
11
 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian kepustaan atau libraryresearch yaitu penelitian yang dilakukan 
utnuk mencari data sekunder seperti buku-buku, karangan ilmiah, peraturan 
perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait.Penelitian ini 
termasuk jenis penelitian kepustakaan karena menggunakan data sekunder 
yang berupa bahan-bahan kepustakaan, seperti buku-buku, literatur, jurnal, 
serta buku-buku mengenai Perizinan Investasi, dan Undang-Undang 
2. Pendekatan Penelitian 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian merupakan metode 
penelitian yuridis normatif, Yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan 
bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-
asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
 
3. Sumber  
Penelitian ini, penulis menggunakan sumber data sekunder yaitu data yang 
diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-
sumber yang telah ada.Data sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan 
guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-
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tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk 
memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun 
data melalui nahkah resmi yang ada. Data sekunder di bidang hukum dapat 
dibedakan menjadi tiga yaitu : 
a. Bahan hukum primer, dapat berupa Undang-Undang Dasar 1945, 
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 
10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, Peraturan 
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan 
Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. 
b. Bahan hukum sekunder, dapat berupa jurnal-jurnal hukum, buku-buku 
hukum dan karya tulis hukum atau pandangan menurut ahli hukum. 
c. Bahan non hukum, yang akan digunakan oleh penulis seperti informasi 
dari internet dengan sumber yang dapat dipercaya, maupun sumber-
sumber lain yang bisa memberikan penjelasan tembahan terhadap 
bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. 
4. Metode Pengumpulan Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Sekunder. Data 
Sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, 
hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebaiknya . Data sekunder 





peraturan perundang-undangan, artikel-artikel atau tulisan yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan diteliti. 
5. Metode Analisis data 
Analisis merupakan bentuk penjelasan dari berbagai bahan-bahan 
ataupun data-data yang sudah dikumpulkan dan sudah dijelaskan 
sebelumnya secara sistematis.Penjelasan itu dapat diuraikan secara logis 
berdasarkan pemikiran menurut penulis.Ada beberapa jenis teknik analisis 
data, tetapi dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 
secara kualitatif. Teknik analisis data secara kualitatif yaitu metode analisis 
data dengan cara mengelompokkan dan menseleksi data yang diperoleh 
dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya kemudian 
disusun secara sistematis, yang selanjutnya dikaji dengan metode berfikir 
secara deduktif dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan 
(data sekunder), kemudian dibuat kesimpulan yang berguna untuk 
menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
12
 
G. Rencana Sistematika Penulisan 
Penelitian ini disusun berdasarkan uraian yang sistematis, maka 
mendapatkan suatu gambaran yang lebih tersistematis dan jelas 
pemahamannya menurut permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika 
penulisan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 
                                                           
12
 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum Cet. I, Bandung: PT. Citra 





Bab I : PENDAHULUAN 
Bab I merupakan pengembangan dari proposal yang menyajikan 
latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 
penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika 
penulisan. Urutan penulisan pada Bab I sebagai berikut: 
A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan Penelitian 
D. Manfaat Penelitian 
E. Tinjauan Pustaka 
F. Metode Penelitian  
G. Sistematika Penulisan 
BabII :TINJAUAN UMUM,  
Menjelaskan tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum 
yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas 
dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam 
judul. Urutan penulisan pada Bab II sebagai berikut: 
A. Tinjauan Tentang Perizinan Investasi. 
B. Tinjauan Tentang Jenis Perizinan Investasi 
C. Tinjauan Tentang Investasi 





Pada bab ini berisi mengenai uraian data pada hasil penelitian 
yang telah dianalisis dan diartikan. Data pada penelitian akan 
terlihat lebih jelas disusun dengan urutan-urutan permasalahan 
dalam pembahasan yang telah dikonstlasikan dengan tinjuan 
umum . 
Urutan pada Bab III sebagai berikut : 
A. Pengaturan hukum tentang perizinan investasi di Indonesia 
sebelum dan pasca lahirnya menurut undang-undang 
ciptakerja? 
B. Kendala yang dihadapi investor dalam memulai investasi 
di Indonesia? 
BAB IV : PENUTUP 
Pada bab ini merupakan semua yang telah dibahas sebelumnya 
dan menjawab segala rumusan masalah . 
Urutan Penulisan Pada Bab IV sebagai berikut : 
A. Kesimpulan 
B. Saran 









A. Tinjauan Tentang PerizinanInvestasi 
Pengertian perizinan di dalam kamus hukum, izin di jelaskan sebagaimana 
perkenaan/izin dari pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada 
umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi yang pada umumnya tidaklah 
dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.
13
Dalam melakukan 
kegiatan usaha, perusahaan penanaman modal wajib memperoleh izin terlebih 
dahulu sesuai dengan kententuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dari instansi pemerintah yang berwenang.Penyelenggaraan perizinan penanaman 
modal dilakukan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam rangka 
menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman 
modal.Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang 
menjadi kewenangannya didasarkan pada kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan 
efesiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal.Dalam penyelenggaraan 
penanaman modal, pemerintah pusat mempunyai kewenangan dalam: 
1. Penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan 
dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi; 
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2. Penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi 
pada skala nasional; 
3. Penanaman modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan penghubung 
antarwilayah atau ruang lingkupnya lintas provinsi; 
4. Penanaman modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan 
keamanan nasional; 
5. Penanaman modal asing dan penanam modal yang menggunakan modal 
asing, yang berasal dari pemerintah negara lain, yang didasarkan 
perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah dan pemerintah negara lain; dan  
6. Bidang penanaman modal lain yang menjadi urusan Pemerintah menurut 
undang-undang 
Seperti yang diketahui bahwa yang berwenang dalam perizinan dalam 
penanaman modal diatur lebih khusus dalam Peraturan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal, yaitu: 
1. Pemerintah Pusat dilakukan oleh BKPM melalui Deputi Bidang 
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas seluruh Perizinan dan 
Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh PTSP Pusat di BKPM; 
2. Pemerintah daerah provinsi dilakukan oleh DPMPTSP Provinsi atas 
seluruh Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh 





3. Pemerintah daerah kabupaten/kota dilakukan oleh DPMPTSP 
Kabupaten/Kota atas seluruh Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal 
yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota; 
4. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas 
atas seluruh Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan 
oleh Badan Pengusahaan KPBPB; dan  
5. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus atas seluruh Perizinan dan 
Fasilitas Penanaman Modal yang diterbitkan oleh Administrator KEK. 
 Adapun Jenis perizinan pada penanaman modal : 
1. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;  
2. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha; 
3. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai 
sektor usaha; 
4. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;  
5. Izin Kantor Perwakilan; dan vi. Izin operasional berbagai sektor usaha. 
Sebelum mendapatkan izin-izin yang ada diatas, penanam modal harus 
terlebih dahulu mempunyai izin prinsip.Izin prinsip adalah izin yang wajib 
dimiliki dalam rangka memulai usaha. Terdapat beberapa perizinan khusus yang 
pengaturannya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK 
terkait, Gubernur dan Bupati/Walikota, yaitu: 
a. Izin Lokasi;  





c. Izin Lingkungan; dan  
d. Perizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
1. Jenis Perizinan Investasi 
Menurut Adrian Sutedi, Izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari 
penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam 
keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan 
perundang-undangan. Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau 
pelepasan/pembebasan dari suatu larangan.
14
Dari deskripsi arti izin Dari sini kita 
dapat mengetahui bahwa pelaku usaha memerlukan izin Terlepas dari apakah 
kegiatan bisnis dilarang atau tidak. 
Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
tepatnya pada pasal 25 ayat (4) mewajibkan perusahaan penanaman modal yang 
akan melakukan kegiatan usaha untuk memperoleh izin terlebih dahulu sesuai 
dengan ketentuan peraturan perudang-undangan dari instansi yang memiliki 
kewenangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. 
Jenis-jenis perizinan dalam penanaman modal menurut Peraturan Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (Perka BKPM) Nomor 15 tahun 
2015tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman 
Modal adalah: 
                                                           
14
Damang Averroes Al-Khawarizmi, “Pengertian Perizinan”, diakses dari 






1. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha;  
2. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha;  
3. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai 
sektor usaha;  
4. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha;  
5. Izin Kantor Perwakilan; dan f. Izin operasional berbagai sektor usaha. 
Sebelum memperoleh izin di atas, investor harus terlebih dahulu mendapat 
yang pada dasarnya adalah lisensi memulai usaha. 
2. Kewenangan Mengeluarkan Izin Penanaman Modal 
Seperti yang diketahui bahwa yang berwenang dalam perizinan dalam 
penanaman modal diatur lebih khusus dalam Peraturan Badan Koordinasi 
Penanaman Modal, yaitu: 
a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di 
Badan Koordinasi Penanaman Modal;  
Kewenangan perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat kepada 
PTSP Pusat adalah: 
1) Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya lintas 
provinsi; 
2) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang meliputi:  
a. Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak 






b. Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan 
prioritas tinggi pada skala nasional;  
c. Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan 
penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas 
provinsi;  
d. Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi 
pertahanan dan keamanan nasional;  
e. Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang 
menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah 
negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh 
Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain; dan  
f. Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan 
Pemerintah Pusat menurut peraturan perundang-undangan. 
b. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Badan Penanaman Modal Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Provinsi; 
Kewenangan perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah pronvinsi 
kepada BPMPTSP Provinsi adalah: 
1. Urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-undangan;  
2. Urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya lintas 
kabupaten/kota; dan  






c. Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSP Kabupaten/Kota;  
Kewenagan perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah kabupaten/kota 
kepada BPMPTSP kabupaten/kota adalah:  
1. Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang penanaman modal yang 
ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota; dan 
2.  Urusan Pemerintah Pusat yang diberi pelimpahan wewenang kepada 
Bupati/Walikota. 
d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas oleh 
PTSP KPBPB;  
Kewenangan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri/Kepala Lembaga 
Pemerintah NonKementrian, Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota kepada 
PTSP KPBPB adalah segala urusan penanaman modal yang berlokasi di 
KPBPB sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
e. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP Kawasan Ekonomi 
Khusus.  
Kewenangan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri/Kepala LPNK, 
Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota kepada PTSP KEK adalah segala 









3. Pelayanan Non-Perizinan di Bidang Penanaman Modal 
 1. Jenis-Jenis Layanan Non-Perizinan 
Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan dan informasi 
mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundangundangan. 
Jenis-jenis layanan non-perizinan menurut Peraturan Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata 
Cara Perizinan dan NonPerizinan Penanaman Modal: 
 a. Penggunaan Tenaga Kerja Asing;  
b. Angka Pengenal Importir;  
c. Rekomendasi teknis berbagai sektor usaha. 
Selain layanan non-perizinan, ada beberapa layanan nonperizinan yang 
mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala LPNK terkait, 
Gubernur dan Bupati/Walikota, yaitu: 
a. Pertimbangan Teknis Pertanahan;  
b. Nonperizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 2. Kewenangan Memberikan Layanan Non-Perizinan 
Kewenangan yang memberikan layanan non-perizinan menurut Peraturan 
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, adalah sebagai berikut: 
a. Pemerintah Pusat dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM; 
Kewenangan perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat 





1) Penyelenggaraan Penanaman Modal yang ruang lingkupnya 
lintas provinsi;  
2) Urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal yang 
meliputi: 
a) Penanaman Modal terkait dengan sumber daya alam yang 
tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan 
lingkungan yang tinggi;  
b) Penanaman Modal pada bidang industri yang merupakan 
prioritas tinggi pada skala nasional; 
c) Penanaman Modal yang terkait pada fungsi pemersatu dan 
penghubung antar wilayah atau ruang lingkupnya lintas 
provinsi;  
d) Penanaman Modal yang terkait pada pelaksanaan strategi 
pertahanan dan keamanan nasional;  
e) Penanaman Modal Asing dan Penanam Modal yang 
menggunakan modal asing, yang berasal dari Pemerintah 
negara lain, yang didasarkan perjanjian yang dibuat oleh 
Pemerintah Pusat dan pemerintah negara lain; dan  
f) Bidang Penanaman Modal lain yang menjadi urusan 







b. Pemerintah Provinsi dilakukan oleh BPMPTSP Provinsi;  
Kewenangan perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah 
pronvinsi kepada BPMPTSP Provinsi adalah: 
1) Urusan pemerintah provinsi yang diatur dalam perundang-
undangan;  
2) Urusan pemerintahan provinsi yang ruang lingkupnya lintas 
kabupaten/kota; dan  
3) Urusan Pemerintah yang diberikan pelimpahan wewenang 
kepada Gubernur. 
3) Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh BPMPTSP 
Kabupaten/Kota; 
Kewenagan perizinan yang dilimpahkan oleh pemerintah 
kabupaten/kota kepada BPMPTSP kabupaten/kota adalah:  
1) Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang penanaman 
modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten/Kota;  
2) Urusan Pemerintah Pusat yang diberi pelimpahan wewenang 
kepada Bupati/Walikota. 
d. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan 
Bebas oleh PTSP KPBPB;  
Kewenangan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri/Kepala 





adalah segala urusan penanaman modal yang berlokasi di KPBPB 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus oleh PTSP KEK. 
Kewenangan perizinan yang dilimpahkan oleh Menteri/Kepala LPNK, 
Gubernur, dan/atau Bupati/Walikota kepada PTSP KEK adalah segala urusan 
penanaman modal yang berlokasi di KEK sesuai dengan peraturan 
perundangundangan. 
4. Pelayanan Izin Penanaman Modal Secara Online Single Submission 
Online Single Submission (OSS) atau pelayanan perizinan berusaha terintegrasi 
secara elektronik dapat terlihat dalam bagian penjelasan subbab umum Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektornik adalah sebagai berikut: 
“Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, 
Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga dan Pemerintah 
Daerah untuk memulai, melaksanakan, dan mengembangkan usaha dan/atau 
kegiatan, perlu ditata kembali agar menjadi pendukung dan bukan sebaliknya 
menjadi hambatan perkembangan usaha dan/atau kegiatan. Penataan kembali 
dilakukan pada sistem pelayanan, dan regulasi sesuai dengan tuntutan dunia usaha, 
perkembangan teknologi, dan persaingan global”. 
Pemerintah sudah menyelesaikan 51 peraturan pelaksana Undang-undang 
Nomor 11 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), hal mendasar yang diatur dalam 





(Perpres) adalah untuk perubahan, kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta 
perluasan bidang untuk investasi sejalan dengan maksud dan tujuan Undang-
Undang Cipta Kerja. 
Perizinan usaha dalam Undang-undang ini merupakan perizinan berusaha 
berbasis risiko,Pada keteranganya dijelaskan, pengaturan yang berkaitan dengan 
perizinan dan kegiatan usaha sektor merupakan upaya reformasi dan deregulasi 
yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi 
informasi.Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan 
kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based 
Approach/RBA). 
Dengan perizinan berusaha berbasis risiko itu maka sebanyak 51% kegiatan 
usaha cukup diselesaikan dengan sistem Online Single Submission (OSS). Adapun 
rincian penjelasannya sebagai berikut:
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a. Cakupan kegiatan berusaha mengacu ke Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 
Indonesia (KBLI) Tahun 2020. 
b. Hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) sebanyak 2.280 
tingkat risiko, yaitu: Risiko Rendah (RR) sebanyak 707 (31,00%), Risiko 
Menengah Rendah (RMR) sebanyak 458 (20,09%), Risiko Menengah 
Tinggi (RMT) sebanyak 670 (29,39%), dan Risiko Tinggi (RT) sebanyak 
445 (19,52%). 
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c. Berdasarkan hasil RBA tersebut, maka penerapan perizinan berusaha 
berdasarkan risiko dilaksanakan sebagai berikut: RR hanya Nomor Induk 
Berusaha (NIB), RMR dengan NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan), RMT 
dengan NIB + Sertifikat Standar (Verifikasi), dan RT dengan NIB + Izin 
(Verifikasi). 
d. Implementasi di sistem melalui Online Single Submission (OSS) yakni: 
untuk RR & RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan 
serta pengawasan. Sedangkan, untuk RMT dan RT dilakukan penyelesaian 
NIB di Oss serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh 
kementerian/lembaga/daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya. 
e. Maka 51% kegiatan usaha cukup diselesaikan melalui OSS, termasuk di 
dalamnya adalah kegiatan UMK 
Tujuan dari pembentukan sistem OSS ini menurut BKPM dalam makalah 
Licensing Reform: Online Single Submission (OSS) adalah: 
1. Untuk menyederhanakan proses perizinan bisnis menjadi lebih efisien, 
sederhana dan moderen;  
2. Penyederhanaan peraturan (standardisasi, integrasi dan koordinasi);   
3. Meningkatkan investasi;  








a. Mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat 
untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), 
izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di 
tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen 
persyaratan izin; 
b. Memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan 
memperoleh izin secara aman, cepat dan real time; 
c. Memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan 
masalah perizinan dalam satu tempat; 
d. Memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu 
identitas berusaha (NIB). 
5. Pelaksanaan Perizinan 
Sebelum mendapat izin, investor harus mempunyai Nomor Induk Berusaha 
(NIB).Nomor Induk Berusaha adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan 
oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. 
NIB juga berfungsi sebagai:  
a. Tanda Daftar Perusahaan;  
b. Angka Pengenal Impor;  
c. Nomor Identitas Kepabean. 
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Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, terdapat 2 (dua) jenis 
perizinan, yaitu: 
1) Izin Usaha 
Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan 
atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota 
setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai 
usaha dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau 
operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. 
2) Izin Komersial atau Operasional 
Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh 
Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, 
gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan 
Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional 
dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen. Bentuk izin 
komersial atau operasional ini antara lain berupa standar, sertifikat izin 




Sebelum memperoleh izin-izin tersebut, terdapat beberapa prasyarat agar 
dapat mengakses OSS, yaitu: 
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1) Memilik NIK dan menginputnya dalam proses pembuatan user-ID. 
Khusus untuk pelaku usaha berbentuk badan usaha, Nomor Induk  
Kependudukan (NIK) yang dibutuhkan adalah NIK Penanggung Jawab 
Badan Usaha. 
2) Pelaku usaha badan usaha berbentuk PT, badan usaha yang didirikan 
oleh yayasan, koperasi, CV, firma, dan persekutuan perdata 
menyelesaikan proses pengesahan badan usaha di Kementerian Hukum 
dan HAM melalui AHU Online, sebelum mengakses OSS; 
3) Pelaku usaha badan usaha berbentuk perum, perumda, badan hukum 
lainnya yang dimiliki oleh negara, badan layanan umum atau lembaga 
penyiaran menyiapkan dasar hukum pembentukan badan usaha. 
Yang dapat memohon perizinan perusahaan diatas tersebut menurut 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah sebagai berikut: 
1. Pelaku Usaha perseorangan; dan Pelaku usaha perseorangan yang 
dimaksud disini adalah orang perorangan penduduk Indonesia yang 
cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum. 
2. Pelaku Usaha non perseorangan Pelaku Usaha non perseorangan yang 
dimaksud disini, mencakup: 
a. Perseroan Terbatas 
b. Perusahaan Umum 





d. Badan Hukum lainya yang dimiliki oleh Negara 
e. Badan Layanan Umum 
f. Lembaga Penyiaran 
g. Badan Usaha yang didirikan oleh Yayasan 
h. Koperasi 
i. Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap) 
j. Persekutuan Firma (Venootschap Onder Firma) 
k. Persekutuan Perdata 
Dalam pelaksanaan perizinan penanaman modal secara OSS dalam 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik, meliputi: 
1. Pendaftaran 
2. Penerbitan Izin Usaha dan Penerbitan Izin Komersial atau 
Operasional berdasarkan Komitmen  
3. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin 
Komersial atau Operasional 
4. Pembayaran Biaya 
5. Fasilitasi 






Beberapa Prinsip-Prinsip Penerbitan izin dalam Oss :
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a. Sistem OSS adalah sistem yang menganut prinsip “self declaration” 
dalam permohonan izin. Artinya investor harus memberikan informasi 
yang benar.  
b.  OSS menerbitkan izin usaha terlebih dahulu sebelum investor 
memenuhi persyaratan. 
c.  Investor yang telah mendapatkan izin usaha harus memenuhi komitmen 
beserta persyaratan yang diperlukan.  
d. Apabila investor gagal dalam memenuhi komitmen, maka izin usaha 
akan dibatalkan.  
e. Akan ada badan audit dari pejabat pemerintah daerah yang akan 
mengawasi progres pemenuhan komitmen investor. 
6. Komitmen Perizinan 
Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, selain sistem, terdapat 
beberapa aspek yang sangat unik dan berbeda dari pelayanan perijinan 
sebelumnya, yaitu pemenuhan komitmen.Komitmen dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik adalah pernyataan Pelaku Usaha untuk 
memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin Komersial atau Operasional. 
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Untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Izin Usaha dan IzinKomersial 
atau operasional,  ada beberapa perizinan yang harusi dipenuhi para pelaku 
usaha, yaitu: 
1. Izin Lokasi 
Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk 
memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya 
dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk 
menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya. 
2. Izin Lokasi Perairan 
Izin Lokasi Perairan adalah izin lokasi sebagaimana dimaksud dalam 
peraturan perundang-undangan dibidang pengelolaan wilayah pesisir 
dan pulau-pulau kecil. 
3. Izin Lingkungan 
Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang 
melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL 
dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai 
prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 
Dalam hal pemenuhan izin lingkungan, terdapat 2 (dua) hal yang wajib 
dipenuhi oleh pelaku usaha, yaitu: 
a. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UKL-UPL) UKL-UPL adalah pengelolaan 





berdampak penting terhadap lingkungan hidup yangdiperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan 
usaha dan/atau kegiatan. 
Pelaku usaha harus melengkapi formulir UKL-UPL yang 
ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan 
lingkungan hidup untuk masing-masing sektor bidang usaha 
dan/atau kegiatan setelah mendapat pertimbangan dari menteri 
atau pimpinan lembaga pembina sektor bidang usaha dan/atau 
kegiatan terkait yang memuat: 
1) deskripsi rinci rencana usaha dan/atau kegiatan 
2) dampak lingkungan yang akan terjadi; dan 
3) program pengelolaan dan pemantauan lingkungan 
hidup. 
b. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(Amdal) 
Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha 
dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup 
yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang 





1) Penyusunan Amdal dan Rencana Pengelolaan Rencana 
Pengelolaan Lingkungan-Rencana Pemantauan 
Lingkungan.  
2) Penilaian Amdal danPengelolaan Rencana Pengelolaan 
Lingkungan-Rencana Pemantauan Lingkungan.  
3) Keputusan kelayakan. 
4. Izin Mendirikan Bangungan (IMB)  
IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah 
kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun 
baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 
bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. 
7. Sistem Online Single Submission (OSS) 
Dalam pelaksanaan perizinan berusaha, sistem OSS ini menjadi acuan 
utama (single reference) baik bagi pelaku usaha maupun lembaga-lembaga 
yang bersangkutan. 
Dalam rangka menggunakan sistem OSS untuk pemberian perizinansesuai 
dengan kewenangannya harus mengikuti standar integrasi sistem 
OSS.Beberapa standar intergrasi yang dimaksud adalah: 
b. Standar otentikasi dan pengaturan hak akses dari dan ke sistem OSS. 






d. Standar model integrasi antar sistem Perizinan Berusaha dengan sistem 
OSS. 
e. Standar keamanan bersama dan tanda tangan digital antar sistem 
perizinan berusaha dengan sistem OSS. 
f. Standar service level agreement antar sistem Perizinan Berusaha 
dengan sistem OSS. 
Beberapa infrastruktur sistem OSS yaitu:
19
 
1. Hard infrastructure, seperti server, jaringan, dan perangkat dukungan. 
2. Soft infrastructure, seperti aplikasi OSS, aplikasi pendukung OSS, 
aplikasi komunikasi antar satgas, dan sebagainya 
3. People infrastructure, seperti personil pengembang, operasional dan 
pendukung. 




Pemrosesan Pendaftaran, Checklist Compliance/Komitmen atas Izin 
Usaha, Penerbitan Izin Usaha, Checklist Compliance/Komitmen atas 
Izin Komersial, Notifikasi atas semua Izin. 
b. SiCANTIK (KOMINFO) 
Pemrosesan Izin Komersial di PTSP Daerah yang belum memiliki 
sistem informasi, dengan data yang diterima dari sistem OSS. 
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c. SPIPISE (BKPM) 
Proses Pengawasan dan Pengendalian atas Investasi dan Realisasi 
Investasi dengan data yang diterima dari OSS. 
d. AHU – NPWP 
Proses validasi pengesahan badan hukum di Kemenkum HAM yang 
terintegrasi dengan sistem NPWP dari Ditjen Pajak yang berfungsi 
sebagai sarana Referensi Master sebelum investor dapat menggunakan 
sistem OSS. 
e. ADMINDUK – NIK 
Proses validasi atas investor perorangan berdasar data NIK KTP-el dan 
KK sebelum investor perorangan dapat menggunakan sistem OSS. 
f. INSW  
Proses perizinan komersial terkait impor/ekspor, logistik dan Cross 
Border Trade Facilitation. 
Pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 telah 
diatur mengenai praktek pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha yang 
terstandar dengan sistem OSS telah tersedia untuk masing masing penerbit 
perizinan berusaha yang sesuai kewenangan, yaitu: 
1. Lembaga Oss 
2. Lembaga Oss atas nama Menteri/Kepala Lembaga 
3. Kepala DPMTSP Provinsi atas nama Gubernur. 





5. Adminsitrator Kek 
6. Kepala Badan Pengusaha KPBPB. 
B. Tinjauan Umum Tentang Investasi 
 1. Pengertian Investasi  
Investire merupakan bahasa Latin yang memiliki artian memakai.Investment 
merupakan bahasa Inggris yang memiliki artian menggunakan.Dua kata tersebut 
merupakan asal muasal penggunaan istilah investasi dalam Bahasa Indonesia. 
Konsep yangterbentuk dari investasi sendiri adalah menggunakan atau memakai 
kelebihan dana untuk memperoleh alat-alat yang menunjang proses produksi 
sehingga dapat menghasilkan barang dan/atau jasa yang memiliki nilai ekonomis 
serta memperoleh keuntungan darinya.
21
 
Istilah investasi saat ini sudah memiliki karakteristik tersendiri, mengingat 
banyaknya bentuk investasi yang berkembang pada era modern ini.Akan tetapi 
dalam penelitian ini investasi yang dimaksud adalah investasi tentang penanaman 
modal. Penanaman modal sendiri merupakan kegiatan menggunakan dana atau 
aset yang ada untuk menunjang kegiatan operasional dan keberlangsungan 
perusahaan untuk jangka waktu tertentu dengan harapan mendapatkan imbal hasil 
yang lebih besar setelah jangka waktu tertentu.
22
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Investasi atau penanaman modal memiliki karakteristik yang sama, 
perbedaanya hanya dalam konteks apa istilah tersebut akan digunakan. Adapun 
karakteristik dari investasi atau penanaman modal adalah sebagai berikut:  
1. Investasi atau penanaman modal dapat dilakukan oleh orang 
perorangan ataupun badan usaha;  
2. Investasi atau penanaman modal dapat bersumber dari modal asing, 
modal dalam negeri atau modal yang bersumber dari Anggaran 
Negara atau Anggaran Daerah (dalam hal ini biasanya 
bersinggungan dengan BUMN maupun BUMD);  
3.Investasi atau penanaman modal dapat bersifat langsung 
(membangun badan usaha sesuai aturan yang ada dan menjalankan 
kegiatan usahanya di Indonesia) maupun bersifat tidak langsung 
(hanya turut serta dalam permodalan, biasanya dicantumkan dalam 
akta pendirian usaha. Apabila berbentuk PT maka bentuknya adalah 
penyertaan modal dalam bentuk saham). 
4. Investasi atau penanaman modal dapat berbentuk portofolio, produk 
perbankan, pengadaan barang dan jasa, atau aktivitas lainnya. 
Untuk mengetahui perbedaan makna antara penanaman modal dan investasi, 
berbagai pengertian investasi diantaranya sebagai berikut: 
1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia investasi memiliki 2 
(dua) karakteristik yaitu meletakkan uang dalam perusahaan atau 





menguntungkan dan jumlah uang yang diletakkan tersebut 
termasuk dalam kegiatan penanaman modal.
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2. Menurut Kamus Hukum Ekonomi investasi merupakan kegiatan 
yang dilaksanakan dalam jangka panjang yang berkaitan dengan 
keadaan finansial perusahaan, pelaksanakan proyek-proyek yang 
menjadi bidang operasional perusahaan, pembelian saham, 




3. Dalam kamus istilah keuangan dan investasi digunakan istilah 
investment (investasi) mempunyai arti, penggunaan modal untuk 
menciptakan uang, baik melalui sarana yang menghasilkan 
pendapatan maupun melalui ventura yang lebih berorientasi ke 
risiko yang dirancang untuk mendapatkan perolehan modal. 
Investasi dapat menunjuk ke suatu investasi keuangan (di mana 
investor menetapkan uang ke dalam suatu sarana) atau menunjuk 
investasi usaha atau waktu seseorang yang ingin memetik 
keuntungan keberhasilan pekerjaannya 
4. Dalam kamus ekonomi, investasi (investment) mempunyai dua 
makna; pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan 
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benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin 
modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan; 
kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat 
produksi (termasuk di dalamnya benda-benda untuk dijual) dengan 
modal berupa uang. 
5. Dalam ensiklopedia ekonomi perdagangan, istilah investment atau 
investasi adalah penanaman modal, digunakan untuk penggunaan 
atau pemakaian sumber-sumber ekonomi untuk produksi barang-
barang produsen atau barang-barang konsumen. Semata-mata 
bercorak keuangan, investment mungkin berarti penempatan dana-
dana kapital dalam suatu perusahaan selama jangka waktu relatif 
panjang untuk memperoleh hasil yang teratur dengan maksimum 
keamanan. 
6. Di dalam undang-undang, penanaman modal adalah segala bentuk 
kegiatan menanam modal, baik penanaman modal dalam negeri 
maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di 
wilayah negara Republik Indonesia. 
2. Jenis Investasi  
Dalam hal berinvestasi timbul banyaknya bentuk untuk menjalankan sebuah 
investasi bagi para investor yang menginginkan untuk membuka bisnis 
mereka.Hal tersebut menimbulkan ciri-ciri tersendiri dengan risiko dan 





dalam berbagai bidang mana saja, para investor yang bereminat untuk 
menjalankan sebuah bidang yang meraka inginkan dan juga yang ingin di 
jalankan. Terdapat golongan investasi yang berdasarkan oleh asset, ekonomi, 
cara penanaman, pengaruh, dan juga sumbernya. Hal tersebut akan di jelaskan 
sebagai berikut: 
Investasi Berdasarkan Asetnya Menurut Fahmi dan Hadi dalam aktivitasnya 
investasi pada umum nya dikenal ada dua bentuk
25
, yaitu: 
1. Real Investment “Investasi nyata (real investment) secara umum melibatkan 
aset berwujud, seperti tanah, mesin-mesin atau pabrik.” 
2. Financial Investment “Investasi keuangan (financialinvestment) secara umum 
melibatkan asset kontrak tertulis, seperti saham biasa (common stock) dan 
obligasi (bond).” 
Perbedaan pada kedua jenis investasi ini adalah pada nilai likuiditas dari 
investasi tersebut.Likuiditas berarti mudahnya mengkonversi aset menjadi 




Investasi Berdasarkan Pengaruhnya Investasi berdasarkan pengaruhnya adalah 
penanaman modal didasarkan dalam factor-faktor yang timbul dapat 
mempengaruhi atau tidaknya dalam peroses menjalankan kegiatan oleh investor. 
Investasi ini di bagi menjadi 2 macam seperti berikut: 
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1. Investasi Autonomus(berdiri sendiri) “Merupakan investasi yang 
tidak dipengaruhi tingkat pendapatan, bersifat spekulatif. 
Misalnya, pembelian suratsurat beharga.”  
2. Investasi Induced (mempengaruhi-menyebabkan) “Merupakan 
investasi yang dipengaruhi kenaikan permintaan akan barang 
dan jasa serta tingkat pendapatan. 
Misalnya, penghasilan transitory, yaitu penghasilan yang didapat dari selain 
bekerja, seperti bunga dan sebagainya.” 
Investasi Berdasarkan Sumber Pembiayaannya Merupakan investasi yang 
mendasar pada asal-usul investasi itu diperoleh. Investasi ini dibagi menjadi 2 
bagian sebagai berikut:  
1. Investasi Yang Bersumber Dari penanaman Modal Asing (PMA) 
Dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Penanaman Modal 
disebutkan bahwa penanaman modal asing adalah “kegiatan 
menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara 
menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan 
dengan penanaman modal dalam negeri”. 
2. Investasi Yang Bersumber Dari Modal Dalam Negeri (PMDN) 
Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Penanaman Modal 
disebutkan bahwa PMDN adalah “kegiatan menanamkan modal 





dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan 
modal dalam negeri”. 
Investasi Berdasarkan Bentuknya Merupakan investasi yang didasarkan dari 
tindakan yang di lakukan untuk menanamkan investasi. Hal tersebut di bagi 
menjadi 2 bentuk cara sebagai berikut: 
1. Investasi Portofolio Dalam hal ini portofolio adalah invstasi yang di 
dasarkan dari sebuah Surat berharga dalam halnya sebuah bentuk 
seperti contohnya saham dan obligasi.  
2. Investasi Langsung Dalam hal ini investasi langsung adalah 
investasi yang biasa dilakukan dengan membangun, membeli total, 
atau mengakuisi perusahaan. 
3. Asas-Asas Investasi 
 Asas-asas hukum yang berkaitan dengan investasi adalah sebagai berikut: 
1. Asas Ekonomi Perusahaan Sebagaimana tertera dalam Pasal 26 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta penjelasannya, asas 
ekonomi perusahaan adalah “asas yang mana didalam sebuah 
penanaman investasi dapat dilakukan dan di jalankan secara optimal 
dan sesuai dengan prinsip efisiensi.” 
2. Asas Hukum Internasional Sebagaimana tertera dalam Pasal 21 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 beserta penjelasannya, asas 





penyelesaian bila terjadi sebuah sengketa antara pemerintah dengan 
penanaman modal.” 
3. Asas Demokrasi Ekonomi Asas demokrasi ekonomi sebagaimana 
tertera dalam Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal 
adalah sebagai berikut: “Asas di mana di dalam penanaman moda atau 
investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi.” 
4. Asas Manfaat Asas manfaat sebagaimana tertera dalam Undang-
Undang Penanaman Modal Dalam Negeri adalah sebagai berikut 
“Asas dimana di dalam penanaman modal atau investasi dapat 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat 
Indonesia.” 
Terdapat 10 (sepuluh) asas dalam UU Penanaman Modal, sebagaimana 
tercantum dalam Pasal 3 ayat (1). Adapun penjelasan asas tersebut adalah 
sebagai berikut:  
1. Asas Kepastian Hukum  
Asas kepastian hukum adalah “asas yang meletakkan hukum serta 
ketentuan dan peraturan perundang-undangan sebagai.Dasar dalam 
setiap kebijakan dan tindakan dalam setiap penanaman modal.” 
2. Asas Keterbukaan 
 Asas keterbukaan adalah “asas yang berprinsip pada keterbukaan 
terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, 





3. Asas Akuntabilitas  
Asas akuntabilitas adalah “asas yang menentukan bahwa setiap 
kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan dipertanggung jawabkan 
kepada masyarakat.” 
4. Asas Perlakuan Yang Sama Dan Tidak Membedakan Asal Negara 
Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah 
“asas perlakuan pelayanan non diskriminasi berdasarkan undang-
undang.”  
5. Asas Kebersamaan Asas kebersamaan adalah “asas yang mendorong 
peran seluruh penanam modal secara bersama-sama demi terwujudnya 
kesejahteraan rakyat.”  
6. Asas Efisiensi Berkeadilan  
Asas efisiensi berkeadilan adalah “asas yang mendasari pelaksanaan 
penanamanmodal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam 
mewujudkan iklim usaha yang adil.” 
7. Asas Berkelanjutan Asas berkelanjutan adalah “asas yang secara 
terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui 
penanaman modal untuk kesejahteraan.”  
8. Asas Berwawasan Lingkungan 
Asas berwawasan lingkungan adalah “asas penanaman modal yang 
dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan 





9. Asas Kemandirian  
Asas kemandirian adalah “asas penanaman modal yang dilakukan 
dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara.” 
10. Asas Keseimbangan Kemajuan Dan Kesatuan Ekonomi Nasional Asas 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah “asas 
yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah 
dalam kesatuan ekonomi nasional.” 
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Investasi 
Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, terdiri dari 
tingkat keuntungan yang dapat diperoleh, tingkat suku bunga, ramalan kondisi 
pada masa depan, dan kemajuan teknologi. Berikut ini akan dibahas 




a. Tingkat Keuntungan Yang Akan Diperoleh  
Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang 
memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Jika investasi 
yang dipilih tidak lagi menguntungkan, investor akan beralih ke 
jenis investasi lain yang lebih menguntungkan. Investor harus 
selalu memperhatikan kinerja perusahaan tempat ia menanamkan 
modalnya. Naik turunnya saham bisa menjadi indikator apakah 
perusahaan memiliki kinerja yang baik atau tidak. 
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b. Tingkat Suku Bunga 
Investor adalah fungsi dari tingkat bunga.Hubungan antara 
investasi dan suku bunga adalah negatif.Ketika suku bunga tinggi, 
jumlah investasi menurun. Begitu pula sebaliknya, jumlah 
investasi akan meningkat ketika suku bunga relatif rendah. 
c. Prakiraan Kondisi Masa Depan 
Jika kita memprediksi kondisi ekonomi di masa depan akan datang 
bersemangat dan memiliki prospek itu menguntungkan, itu akan 
mendorong pertumbuhan investasi. Tingkat pertumbuhan dan 
harga yang tinggi adalah stabil memicu tingkat investasi. Semakin 
baik kondisinya perekonomian akan meningkatkan tingkat 
keuntungan para pengusaha.  
d. Kemajuan Teknologi 
Teknologi tinggi dan penggunaan yang tepat meningkatkan 
produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena 
produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan 
perusahaan, dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. 
meningkat pendapatan akan mendorong konsumsi total, sehingga 
mendorong tingkat investasi. Jika kondisi ini dibuat secara 





Sebagai sebuah keputusan yang rasional, investasi sangat ditentukan oleh 




1. Tingkat Pengembalian Yang Diharapkan (Expected Rate Of Return) 
Kemampuan perusahaan menentukan tingkat Investasi yang 
diharapkan, sangat dipengaruhi oleh Kondisi internal dan eksternal 
perusahaan. 
a. Kondisi Internal Perusahaan 
Kondisi internal adalah faktor yang berada di bawah 
kontrol perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas 
SDM and yang digunakan teknologi.Ketiga aspek tersebut 
berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang 
diharapkan.Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas 
SDM dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang 
diharapkan makin tinggi.Selain ketiga aspek teknis tersebut 
diatas, tingkat pengembalski yang diharapkan juga 
dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis, terutama di 
negara sedang berkembang. 
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b. Kondisi Eksternal Perusahaan 
Kondisi eksternal Yang perlu dipertimbangkan dalam 
pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah 
perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan 
economics domestik maupun internasional. Jika perkiraan 
tentang mass depan ekonomi nasional maupun dunia 
optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena 
tingkat pengembalian Investasi dapat dinaikkan. 
2. Biaya Investasi 
Paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga 
pinjaman semakin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi 
semakin mahal.Akibatnya minat pada investasi makin menurun. 
Tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat 
pada investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total 
investasi yang masih tinggi. Faktor yang mempengaruhi terutama 
adalah masalah kelembagaan.Misalnya, pada prosedur izin 
investasi yang berbelit-belit dan lama (> 3 tahun), menyebabkan 
biaya ekonomi dengan memperhitungkan nilai waktu uang dari 
investasi makin mahal.Demikian halnya dengan keberadaan dan 







5. Manfaat Investasi 
Investasi, khususnya investasi asing dibutuhkan oleh negara-negara 
berkembang, terutama untuk kebutuhan modal dan teknologi yang tinggi.Selain 
memenuhi hal tersebut investasi tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat. Masuknya modal asing pada suatu negara mengakibatkan perluasan 
lapanagan kerja, alih teknologi, pengembangan teknologi subditusi import untuk 
menghemat devisi, mendorong berkembangnya industri barang-barang eksport 
non migas untuk mendatangkan devisa, pembangunan sarana dan prasarana, serta 
dapat membangun daerah tertinggal.
29
 
 Dalam hal iniinvestasi langsung maupun investasi tidak langsung sangat 
penting peranannya dalam pembangunan ekonomi. Baik investasi yang dilakukan 
oleh investor dalam negeri maupun yang dilakukan oleh investor asing sama-
sama berperanmeningkatkan PDB, dan kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu 
sama lainnya. Tentunya yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi 
nasional adalah investasi yang bersumber dari kekuatan sendiri. Hal tersebut 
sesuai dengan asas kemandirian dalam pembangunan ekonomi nasional
30
: 
1. Investasi bisa diganti Memecahkan kesulitan pendanaan yang sangat 
dibutuhkan Dalam pelaksanaan pembangunan nasional.  
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2. Investasi dan pembangunan industri akan Membantu meningkatkan sarana 
dan prasarana, Hal ini pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan 
Industri terkait di daerah sekitarnya.  
3. Investasi membantu pemerintah Memecahkan masalah ketenagakerjaan, 
yaitu Membuat lowongan pekerjaan untuk tenaga kerja Tenaga kerja 
terampil dan tidak terampil.  
4.  Investasi akan memperkenalkan teknologi dan Pengetahuan baru yang 
membantu untuk meningkatkan Keterampilan dan produktivitas pekerja. 
5. Investasi akan meningkatkan pendapatan devisa Diperoleh dari industri 
produksi Terutama digunakan untuk ekspor. 
Tindakan yang dilakukan oleh investor yang menanamkan modalnya, 
terutama investor asingdapat memberikandampak positif seperti dalam hal 
pembanggunan dan juga dampak tersebut dapat di rasakan seperti hal-hal berikut: 
1. Masalah Upah atau Gaji 
Upah atau gaji adalah sumber pendapatan Diperoleh oleh 
pekerja/buruh.Tunjangan Pekerja/Buruh Dipengaruhi oleh gaji/jumlah 
gaji yang diperoleh dari tempat Pekerjaan pekerja/buruh. Adanya 
penanaman modal asing dapat Meningkatkan nilai kesejahteraan 
pekerja/buruh, hal ini Sebagai perusahaan asing yang berlokasi di 
Indonesia Cenderung menerima pekerja yang  Memiliki kualitas, gaji 






2. Menciptakan lapangan pekerjaan  
Indonesia pasti akan terbuka untuk investasi asing Pekerjaan karena 
perusahaan asing ingin Investasi asing dan operasi di Indonesia 
Prioritas harus diberikan untuk menerima pekerja lokal dan kehadiran 
mereka Membatasi penggunaan tenaga kerja asing hanya di lokasi 
tertentu. 
3. Membiayai Pendidikan 
Perusahaan asing yang berinvestasi di negara berkembang cenderung 
menyalurkan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) untuk 
membantu pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui 
sarana pendidikan.Maka, tidak jarang pula perusahaan asing yang 
memberikan beasiswa atau memfasilitasi pekerjanya untuk 
memperoleh pendidikan dan kompetensi kerja untuk mendukung 
kualitas pekerjanya tersebut. Pekerja Indonesia akan berbaur dengan 
berbagai pekerja asing serta mendapatkan pembelajaran mengenai alih 
fungsi teknologi yang ada di perusahaan tersebut. 
4. Mengekspor Lebih Banyak  
Perusahaan asing melakukan kegiatan ekspor lebih banyak 
dibandingkan perusahaan domestik dikarenakan hasil produksi untuk 
ekspor yang di targetkan melimpah, untuk kenaikan pendapatan dari 






HASIL PENLITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pengaturan Hukum izin Investasi Pasca lahirnya Undang-undang cipta 
kerja 
Peristiwa reformasi birokrasi pertama yang dilakukan Presiden Joko Widodo 
adalah ketika investasinya relatif rendah di awal pemerintahannya. Meski 
berkembang dari tahun ke tahun, hal itu tidak membuat kecewa pemerintahan 
Presiden Jokowi Jusuf Kalla saat itu puas,Oleh karena itu, pada tahun 2018, 
pemerintahan Presiden Joko Widodo di bawah Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Darmin Nasution mengeluarkan 16 rencana kebijakan ekonomi. 
Salah satu inti dari paket kebijakan ekonomi adalah untuk memudahkan investor 
masuk. 
Saat pidato pelantikan pada 20 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo 
mengutarakan rencana tekait perumusan Omnibus Law. Disebutkannya, ada dua 
undang-undang yang akan dimasukkan, yaiyu "Undang-UndangCipta Kerja" dan 
"Undang-UndangPemberdayaan Usaha Kecil, Kecil dan Mikro". Pada Februari 
2020, pemerintah Indonesia mengajukan undang-undang sapu jagat ke DPR, 
dengan tujuan menyelesaikan peninjauan dalam waktu 100 hari.RUU tersebut 
dikritik oleh media Indonesia, kelompok hak asasi manusia, serikat pekerja, dan 





warga negara, pada pihak lain Kamar Dagang dan Industri Indonesia mendukung 
RUU tersebut. 
Omnibus Law merupakan undang-undang yang digabungkan menjadi satu 
pada peraturan, tujuan pemerintah membuat omnibus law untuk menggabungkan 
1.244 pasal dan 79 undang-undang pada satu peraturan. Salah satu undang-
undang yang turut digabungkan dalam omnibus law adalah Undang-Undang 
Ketenagakerjaan, dalam Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta 
Lapangan Kerja akan menciptakan 11 perubahan antara lain Penyederhanaan 
Perizinan, Persyaratan Investasi, Tenaga Kerja Asing, Jam Kerja, Hak dan 
Perlindungan Pekerja, menambah jenis PHK, serta Penguatan Jaminan Sosial. 
Munculnya omnibus law yaitu sebuahkesulitan berinvestasi di Indonesia. 
Kesulitan tersebut muncul di bebrapa bidang yaitu tentang perizinan, pajak, 
pembebasan lahan, dan aspek lain yang terkait dengan investasi. Kehadiran 
omnibus law diharapkan dapat memudahkan investor untuk berinvestasi.Manfaat 
investasi bagi negara adalah memperoleh modal baru untuk membantu 
pemerintah membangun infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, membuat 
kemajuan bidang tertentu, meningkatkan pendapatan negara, dan perlindungan 
negara. 
Kehadiran investasi dalam negeri akandikaitkan dengan masuknya modal baru 
untuk membantu pemerintah dalamrangka pembangunan infrastruktur. Peran 
investasi tersebut amat berpengaruh terhadap pembangunan 





mendanani berbagai proyek infrasturktur. Selain infrastruktur ada bidang lain 
yang dinilai menarik bagi investor. Pemerintah Indonesia selalu 
bertandingdengan negara lain untuk memancing investor asing agar masuk 
mendanai berbagai bidang penting. Apabila perizinan investasi berbelit dan tidak 
jelas, maka investorpun tidak mau berinvestasi dan lebih memilih untuk 
berinvestasi di negara lain. Berdasarkan laporan Ease of Doing Business 2020 
yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia menduduki ranking 73 dari 190 
negara.Pada tahun 2021, Presiden Joko Widodo telah menargetkan untuk dapat 
naik ranking ke 50.Salah satu indikator penilaian dari EODB adalah kemudahan 
berinvestasi di Indonesia. 
Pada 5 Oktober 2020, DPR RI mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja. 
Undang-Undang tersebut ditanda tangani Presiden pada 2 November 2020 
Undang-Undang ini berasal dari RUU inisiatif pemerintah yang diajukan ke DPR 
pada 13 Februari 2020. Keberadaan undang-undang penciptaan lapangan kerja 
diharapkan dapat menyerap seluas-luasnya model angkatan kerja Indonesia 
dalam lingkup perumusan teknisnya dengan menggunakan Omnibus Law, 
meliputi sepuluh bidang kebijakan, sebelumnya ada sepuluh bidang, sebagai 
berikut: 
a. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. 
b. Ketenagakerjaan. 
c. Kemudahan, pelindungan, pemberdayaan koperasi dan UMK-M   





e. Dukungan riset dan inovasi . 
f. Pengadaan tanah . 
g. Kawasan Ekonomi. 
h. Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek Strategi Nasional. 
i. Pelaksanaan Administrasi pemerintah. 
j. Pengenaan sanksi. 
Dalam hal penataan peraturan, teknik legislasi baru, yaitu Metode Omnibus 
Law juga berlaku.Dengan menggunakanOmnibus Law, masalah dalam Undang-
Undang bisa diselesaikan tanpa memodifikasi dalam berbagai undang-
undang.Berbagai undang-undang yang terkait dengan perizinan, tetapiCukup 
membuat 1 (satu) undang-undang baru mengubah klausul tersebutDalam 
beberapa undang-undang. Penelitian lulusMempersiapkan untuk memastikan 
penggunaan teknologi legislasi hukum yang komprehensifPembentukan undang-
undang penciptaan lapangan kerja dapat mengatur dan mengkoordinasikan 
danMenyederhanakan hukum dan peraturan yang relevanPenciptaan lapangan 
kerja, produksi energi, layanan sertifikat produksiMetode usaha yang sederhana, 
cepat dan komprehensif, serta penguatan usaha kecil dan mikro, antara lain 
bekerja sama. Selain memperlancar bisnis, penciptaan lapangan kerja 
jugaMemberdayakan usaha kecil dan mikro, termasuk koperasi. Pengaturan 
regulasi dengan dimensi lisensi 
Kehadiran Omnibus Law tersebut diharapkan dapat memudahkan investor 





1. Mendapatkan modal baru unuk membantu pemerintah membangun 
infrastruktur. 
2. Membuka lapangan kerja 
3. Kemajuan bidang tertentu 
4. Meningkatkan pemaskan negara 
5. Perlindungan negara 
Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan investasi yakni iklim 
investasi yang memburuk karena faktor prosedur perizinan investasi yang mahal 
dan panjang, rendahnya kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas 
Sumber Daya Manusia rendah dan terbatasnya infrastrukur,tidak ada kebijakan 
yang jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari penanam modal asing. 
Tujuan dibentuknya Omnibus Law adalah: 
a. Mengatasi Konflik pada peraturan perundang-undangan 
b. Menyeragamkan kebijakan pemerintah pada tingkat pusat ataupun daerah 
untuk meningkatkan iklim investasi. 
c. Pengurusan izin lebih sistematis, efisien, dan efektif. 
d. Mampu memutus rantai birokrasi yang berlarut-larut. 
e. Meningkatnya hubungan terhadap antar instansi terkait karena telah diatur 
dalam kebijakan omnibus regulasi terpadu. 






Berdasarkan Visi Indonesia 2045, Indonesia berkehendak untuk menjadi 5 
(lima) besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan 
tinggi pada tahun 2040. Oleh karena itu, dalam dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) Tahun 2020-2024, Pemerintah telah menargetkan 
pertumbuhan ekonomi yang tumbuh ratarata 6 (enam) persen dalam 5 (lima) 
tahun dan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4 
(empat) +/- 1 (satu) persen. Dalam jangka panjang, transformasi ekonomi yang 
dilakukan pada tahun 2020-2024 akan membuat Indonesia keluar dari Middle 
Income Trap (MIT) di tahun 2036. Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 
sebesar 5,7 (lima koma tujuh) persen dan pertumbuhan PDB riil per Kapita 
sebesar 5 (lima) persen, pada tahun 2045 Indonesia diprediksi menjadi negara 
maju dengan ekonomi berelanjutan, tingkat kemiskinan mendekati 0 (nol) persen, 
dan memiliki tenaga kerja yang berkualitas.
31
 
Beberapa Isu yang Mendorong Pembangunan Ekonomi Indonesia Daya saing, 
termasuk isu daya saing yang relatif rendah, melambat Pertumbuhan ekonomi, 
pertumbuhan ekonomi tidak seimbang. Ketiga Sebagian alasan untuk masalah di 
atas adalah karena lingkungan bisnis di Indonesia  tidak  Indonesia memiliki 
lingkungan yang baik dan investasi yang rendah dan tidak  merata. 
Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia sedang mengalami perbaikan, 
Jika dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia dan Thailand masih jauh 
                                                           
31





tertinggal, sisi Digitalisasi, Daya Saing Bisnis Digital Indonesia Tahun 2019 
Peringkat 56 (lima puluh enam) dan Malaysia peringkat 26 (dua puluh enam) 
Padahal Indonesia memiliki potensi yang besar, Padahal, tingkat investasi 
Indonesia masih rendah.Negara-negara disbanding Negara-Negara Asia 
Tenggara lainnya, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sehingga investor 
asing lebih bersedia menanamkan modalnya di negara tersebut diibandingkan 
dengan Indonesia. 
Penyebab masalah Rendahnya kemudahan berusaha disebabkan oleh beberapa 
indikator, seperti, perizinan kewirausahaan itu rumit, pembebasan lahannya kaku, 
dan sulit Memperoleh pembiayaan dan kompleksitas likuidasi 
kepailitan.Rumitnya investasi dan daya saing Indonesia yang rendah tentunya 
perlu Menekankan mengambil tindakan korektif di berbagai departemen untuk 
mendukung Mewujudkan kemudahan berbisnis di Indonesia. 
Hukum memberikan rasa nyaman pada masyarakat dengan cara mengatur dan 
terdapat sanksi bila yang melanggar, sehingga tidak terjadi kebingungan dalam 
berrtindak, berperilaku dan berinteraksi. Hukum bisa berlaku bila sudah terdapat 
prosedur hukum untuk melaksanakannya. Hukum akan berlaku dan dapat 
diterapkan jika sudah terdapat kepastian hukum.
32
 Setiap kegiatan ekonomi 
membutuhkan dukungan hukum, karena dukungan hukum yang tidak memadai 
akan mengakibatkan kurangnya kepastian hukum, tentunya akan berdampak pada 
kegiatan ekonomi itu sendiri. Kepastian hukum dapat memberikan keyakinan bagi 
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setiap pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi dapat memprediksi keuntungan 
yang diharapkan, mulai dari proses produksi hingga proses distribusi, bahkan 
hingga dukungan hukum yang diberikan untuk kegiatan ekonomi dapat tercapai. 
Richard A. Posner mengemukakan bahwa hukum seharusnya 
mempromosikan efisiensi dan menggunakan analisis social wealth maximization 
untuk mencari sintesis theoremanya. Melalui kajian dalam bukunya yang bertajuk 
”Frontiers of Legal Theory”, Posner meneliti aspek heuristic dan descriptive dari 
analisis ekonomi dalam hukum. Aspek heuristic ingin mengkaji kesatuan antara 
doktrin hukum dengan institusi hukum.Sementara aspek descriptive berusaha 




Investasi sebagai salah satu kegiatan ekonomi, telah menjadi komoditas 
penting bagi perekonomian suatu negara.Secara langsung, investasi mampu 
menggerakkan sektor-sektor ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, 
memungkinkan transfer teknologi hingga mendorong pertumbuhan ekonomi.
34
 
Pada sistem perizinan bagi kegiatan bisnis yang dilakukan di Indonesia, 
dikenal istilah Perizinan Berusaha. Menurut Pasal 1 Angka 4 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP OSS), Perizinan Berusaha 
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adalah, pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan 
menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan 
yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan atau 
Komitmen. Pada Undang-Undang Cipta Kerja pengetian perizinan berusaha, 
Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk 
memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 
Perizinan Berusaha terdiri dari : Izin Usaha dan Izin Komersial atau 
Operasional.Peraturan Pemerintah Online single submission disebut demikian 
karena muatannya yang mengatur tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik, atau juga disebut Online Single Submission (disingkat menjadi OSS). 
Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam PP OSS : 
a. Pendaftaran 
b. Penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional 
berdasarkan Komitmen. 
c. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan pemenuhan Komitmen Izin 
Komersial atau Operasional. 
d. Pembayaran biaya. 
e. Fasilitasi. 
f. Masa berlaku. 
g. Pengawasan. 
Mekanisme OSS ini berbeda dengan mekanisme perizinan sebelumnya, dan 





pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi persyaratan Izin Usaha dan/atau Izin 
Komersial atau Operasional. 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Undang-Undang Cipta Kerja) 
dihadirkan untuk memberi kepastian hukum terhadap para investor yang akan 
berinvestasi. Potensi yang dapat terjadi bisa dilihat dengan mebandingkan 
Undang-Undang Cipta Kerja dengan aturan yang berlaku sebelumnya, Undang-
Undang Cipta Kerja mencakup perubahan beserta penyerdahanaan pada 79 
Undang-Undang dan 1.203 pasal. Mentri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartanto mengatakan pelaku usaha akan mendapat manfaat seperti 
kemudahan dan kepastian usaha. Kemudian insentif dan kemudahan dalam 
bentuk fiskal atau kepastian pelayanan dalam rangka investasi, adanya ruang 
kegiatan usaha yang lebih luas , untuk dapat dimasuki investai dengan mengacu 
kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah.
35
 Khusus yang terkait 
dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, meliputi: 
1. Penerapan Perizinan berbasis risiko 
2. Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha,Pengadaan tanah 
dan pemanfaatan lahan 
3.  Penyederhanaan perizinan berusaha sektor 
4. Penyederhanaan persyaratan investasi. 
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Undang-Undang Cipta kerja meliputi 10 ruanglingkup, seperti peningkatan 
ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.Hal yang tercakup dalam lingkup 
peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha adalah penerapan 
perizinan berbasis risiko.Perizinan Berbasis risiko yang diterapkan Undang-
Undang Cipta Kerja adalah Risk Based Licensing dengan tiga tingkat risiko 
kegiatan usaha. 
Pengaturan Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR) dalam 
Undang-undang Cipta Kerja merupakan salah satu perubahan paradigmatik yang 
belum dijumpai dalam peraturan perundangan sebelumnya.Pemberian PBBR 
dimaksud, meskipun dianggap liberal, cukup berhati-hati karena sebelum 
diberikannya izin, terlebih dahulu dilakukan assessment tentang kemungkinan 
terjadinya risiko dalam menjalankan aktivitas investasinya.Pemberian PBBR 
dilakukan dengan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan 
usaha yang didasarkan pada penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya 
bahaya. 
Pada Undang-Undang Cipta Kerja diterangkan bahwa penerapan Perizinan 
Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat 
skala usaha. Tingkat risiko dan skala usaha tersebut diperoleh berdasar penilitian 








d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya 
Penilaian tingkat bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa 
faktor kegiatan usaha.Kriteria kegiatan usaha, lokasi kegiatan usaha, keterbatasan 
sumber daya, dan risiko volalitas. Tingkat bahaya kemudian diperkirakan potensi 
terjadinya, dibagi menjadi 4 kategori: 
1. Hampir tidak mungkin terjadi  
2. Kemungkinan kecil terjadi 
3. Kemungkinan terjadi 
4. Hampir pasti terjadi 
Adapun beberapa tingkat risiko juga peringkat skala usaha pada kegiatan 
usaha  yang ditetapkan menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha 
berisiko menengah, dan kegiatan usaha berisiko tinggi. 
Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah, dan 
pemanfaatan lahan juga merupakan fokus dari Undang-Undang Cipta Kerja, 
karena diperkirakan cukup bermasalah yang biasanya dikeluhkan oleh para 
investor dan calon investor, Penyederhanaan persyaratan dasar perizinan 
berusaha diatur dalam Bagian Ketiga UU Cipta Kerja yang meliputi: 
a. Kesesuaian kegiatan pada pemanfaatan ruang. 
b. Persetujuan Lingkungan. 





Undang-Undang Cipta Kerja ini ternyata dalam persyaratan dasar perizinan 
berusaha tetap memperhatikan keberadaan daerah.Hal ini ditunjukkan dengan 
adanya ketentuan yang mempersyaratkan adanya kesesuaian rencana lokasi 
kegiatan dan/atau usahanya dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), yaitu 
rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang 
dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.Perubahan yang relvean 
adalah adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun dan menyediakan 
RDTR dalam bentuk digital, yang akan diintegrasikan oleh Pemerintah Pusat 
dalam bentuk digital dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.Untuk 
memudahkan calon investor atau investor dalam mengakses dan 
menggunakannya untuk mengajukan perizinan. 
Perlunya penyederhanaan dari berbagai sektor-sektor usaha yang memiliki 
karakteristiknya dan ego sektoral masing-masing, menyaratkan perlakuan yang 
khusus bagi setiap sektor.Akibatnya berpengaruh pada pengurusan izin investasi 
yang tidak kondusif bagi investor, sehingga penyederhanaan perizinan investasi 
berbasis sektor usaha ini diperlukan. Ada 15 sektor perizinan yang diatur dalam 
Undang-Undang Cipta Kerja seperti, sektor kelautan dan perikanan; pertanian; 
kehutanan; energi dan sumber daya mineral; ketenaganukliran; perindustrian; 
perdagangan, metrologi legal, jaminan produk halal, dan standardisasi penilaian 
kesesuaian; pekerjaan umum dan perumahan rakyat; transportasi; kesehatan, obat 
dan makanan; pendidikan dan kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos, 





Hampir semua pengaturan khusus yang terkait dengan peningkatan ekosistem 
Investasi dan kegiatan usaha dalam Undang-Undang Cipta Kerja dicapai dengan 
mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru dalam beberapa 
ketentuan dalam undang-undang sektoral.Selain itu, pengawasan lebih lanjut dari 
semua hal ini diawasi oleh peraturan pemerintah.Oleh karena itu, setelah 
berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan dalam undang-undang yang 
dianggap menghambat Investasi dan kegiatan usaha dinyatakan tidak berlaku. 
B. Kendala yang dihadapi investor dan Upaya Pemerintah dalam 
meningkatkan Investasi. 
Indonesia merupakan negara berkembang, dan kegiatan usaha ekonomi 
nasionalnya adalah investasi.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan 
penanaman modal yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dan 
penanam modal asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Di suatu 
negara, tujuan investasi adalah mengubah potensi ekonomi menjadi kekuatan 
ekonomi riil. Jika modal dalam negeri dianggap tidak mencukupi, negara akan 
berusaha menarik modal asing sebagai pelengkap, dan modal asing biasanya 
memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. 
Bagi Negara berkembang tentu dalam meningkatkan pembangunan 
perekonomiannya banyak membuka peluang untuk para investor dalam 
menanamkan modalnya, baik investor dalam negeri maupun investor asing yang 
berlomba-lomba untuk mencari keutungan yang di harapkan.Namun tidak semua 





peraturanperaturan yang menjadi persyaratan bagi investor, terutama investor 
Asing yang selalu mengeluh aturan-aturan yang dibuat di Indonesia.Sering 
terjadi tumpang tindih aturan-aturan yang sehingga investor asing banyak yang 
pindah untuk menanamkan modalnya dari Indonesia. 
Investasi merupakan salah satu faktor yang berperan penting untuk 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatua negara, di Negara-Negara ASEAN, 
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak dilirik oleh para 
Investor Asing, karena Indonesia mempunyai pasar domestik yang besar 
sehingga banyak dilirik para Investor. 
Data BKPM merinci, dari nilai invesatsi kuartal l-2021, investasi di sektor 
primer sebesar Rp 26,6 triliun, sekunder Rp 88,3 triliun, dan tersier Rp 104,8 
triliun. Nilai investasi sektor tersier setara 47,7% total realisasi investasi pada 
Januari-Maret 2021. Dalam Hal Ini investor dalam negeri paling gemar 
menanamkan modalnya ke sektor teriser, pada kuartal l-2021 realisasi 
penanaman modal dalam negeri (PMDN) disektor itu sesbesar Rp 70 triliun atau 
setara dengan 60% dari total realisasi investasi domestic, Sementara untuk 
investor asing tercatat realisasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp 111,7 
triliun dari angka sektor tersebut sektor tersier tercatat senilai Rp 34,6 triliun atau 
setara dengan 31% dari total realisasi PMA.
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Dalam beberapa tahun terakhir ini, persaingan antarnegara dalam menarik 
investor untuk bersedia melakukan investasi atau menanamkan modalnya di 
negara yang bersangkutan penuh dengan tantangandan rintangan. Tantangan 
yang dimaksud di sini, tidak saja datang dari luar yakni negara tuan rumah itu 
sendiri yakni memberi berbagai kemudahan dalam melakukan investasi, akan 
tetapi juga dari dalam negeri sendiri yakni belum tersinkronisasinya berbagai 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal, baik yang 
diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. 
Terdapat kendala dan tantangan investasi di Indonesia yang sseringkali 
dikeluhkan para investor seperti, persaingan kebijakan investasi, rumitnya 
perizinan, masalah kepastian hukum dan penengakan hukum,insetif investasi, 
rendahnya kualitas SDM dan terabtasnya infrastruktur, tingginya biaya ekonomi, 
stabilitas nilai tukar rupiah, masalah penyelesaian sengketa, pemulihan ekonomi. 
Banyak sekali permasalahan, hambatan, atau kendala investasi yang ada di 
Indonesia ketika melakukan investasi, Ekonom Senior Institute for Development 
of Economics and Finance (Indef) Ahmad Erani Yustika mengutarakan sejumlah 
persoalan investasi di Indonesia, menyebutkan ada lima masalah terkait investasi 
di Indonesia yang patut diantisipasi: 
1. Modal yang terbatas (saving-invesment gap). 
Percepatan pembangunan ekonomi digerakan oleh investasi yang terbatas 
(saving-invesment gap) sehingga investasi tak dipacu dengan cepat, selain 





sehingga membebani anggaran negara dan mengurangi alokasi untuk 
kepentingan lain, alhasil penanaman modal asing menjadi alternatif 
subsidi hutang. Penanaman modal asing punya risiko yang tak sederhana, 
contoh sejumlah risiko seperti mengurangi penguasaan ekonomi 
domestic, repatriasi, dan mampu menyebabkan instabilitas ekonomi, 
2. Penggunaan pendekatan investasi ekstratif  
Adalah investasi di Indonesia yang kebanyakwn masih menggunakan 
pendekaan ekstratif yang bertoleransi kepada eksploitasi sumberdaya 
ekonomi dan alam, pada akhirnya mendestruksi lingkungan dan terlambat 
melakukan industrilisasi, dan yang terakhir investasi hanya terkonsentrasi 
pada wilayah dan sektor tertentu sehingga menjadi sumber ketimpangan 
wilayah dan sektor. 
3. Tak banyak menciptakan lapangan kerja  
Perkembangan investasi yang ditanamkan di tanah air sifatnya makin 
padat modal dan teknologi, hal tersebut justru tak banyak menciptakan 
lapangan kerja , hal itu menunjukan nilai investasi yang besar tak selalu 
menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. 
4. Mengganggu stabilitas politik 
Masuknya investasi yang kerap kali meminggirkan masyarakat 
lokal.Akibatnya investasi malah menjadi sumber konflik yang 
mengganggu stablitias politik. 





Menyoroti investasi yang berbasi penguasaan modal menyebabkan 
penumpukan aset dan kekayaan kepada segelintir pelaku ekonomi, 
dengan begitu investasi menjadi sumber pendapatan.
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Menurut Deputi Bidang Koordinasi Makroekonmi dan Keuangan Kementrian 
Bidang Perekonomian Iskandara Simorangkir mengatakan investor masih 
menghadapi beberapa kendala seperti: 
a. Kendala perizinan yang lama dan panjang 
b. Sulitnya pembebasan lahan 
c. Tenaga kerja yang produktivitasnya rendah 
d. Rumitnya peraturan tenaga kerja.
38
 
Terkait dengan salah satu permasalahan perizinan, tenang permasalahan 
perizininan berbasis risiko ada kekhawatiran permasalahan terhadap 
dibelakukanya Undang-Undang Cipta Kerja terkait perizinan berusaha berbabis 
risiko antara lain: 
1. Penilaian Risiko Rumit Karena Format Omnibus Law 
Regulasi berbasis risiko menyarnkan untuk menjelaskan secara tegas 
tujuan regulasinya.UU Cipta Kerja dalam format Omnibus Law dengan 
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jelas menyebutkan tujuan pembuatannya sebagai berikut pada Undang-
Undang Cipta Kerja pasal 3 
Tujuan diatas menjadi permasalahan ketika kita melihat bahwa 
Undang-Undang Cipta Kerja dalam format Omnibus Law tersebut juga 
mencakup Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan 
Hidup. UU Lingkungan Hidup memiliki tujuan yang jelas berbeda dari 
tujuan UU Cipta Kerja. 
2. Risiko yang bersifat valueyangbelum dipertimbangkan. 
MenurutPada Perizinan Berusaha, terhadap suatu kegiatan usaha yang 
pada saat ini ditentukan berisiko tinggi, maka harus memenuhi berbagai 
syarat izin yang banyak dari kegiatan usaha berisiko rendah. Pada kondisi 
ini, maka suatu kegiatan usaha itu tidak perlu lagi dokumen-dokumen izin 
yang sebelumnya diharuskan.Untuk mengatasi hal ini, seharusnya dibuat 
ketentuan mengenai pengulasan atas klasifikasi risiko yang dilakukan 
secara periodik, untuk memastikan bahwa setiap pengelompokan kegiatan 
usaha berdasarkan risikonya masih tepat. 
3. Hambatan pelaksana 
Ketetapan peraturan perundang-undangan secara teori tidak selalu sama 
pada praktiknya. Undang-Undang Cipta Kerja belum meninjau secara 
matang pada pelaksanaan dari berbagai ketentuan pasal mengenai 
penerapan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Ada beberapa hal yang 





asesmen risiko, Cara untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 
asesmen risiko, cara menjamin agar terdapat kesamaan persepsi risiko 
antara pemerintah dengan masyarakat, kesiapan institusi Pemerintah 
dalam menerapkan regulasi berbasis risiko, baik untuk perizinan maupun 
pengawasan, implikasi terhadap akuntabilitas regulator. 
Pemerintah terus berupaya untuk menarik Investasi masuk ke Indonesia, 
dengan membuat kebijakan-kebijakan untuk melancarkan berbagai program-
program demi menarik para investor untuk berinvestasi  ke dalam negeri, 
macam-macam kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk 
mendorong daya saing investasi. Beberapa kebijakan yang sudah ditempuh 
pemerintah, tetapi masih banyak lagi yang harus ditempuh kebijakan-kebijakan 
yang lain diantaranya:  
1. Pemerintah merevisi 72 UndangUndang yang dianggap menghambat 
investasi dengan menggunakan skema Omnibus Law. Omnibus Law 
adalah suatu rancangan undang-undang yang mencakup lebih dari satu 
aspek yang digabungkan menjadi satu undang-undang.
39
 Pemerintah 
berusaha menyederhanakan izin-izin bagi para investor dengan 
meluncurkan Online Single Submission untuk mempercepat izin investasi, 
Jadi pemerintah terus memperbaiki ekosistem investasi dengan 
mereformasi berbagai regulasi terkait perizinan. 
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2. Lahan yang sulit, bahwa persoalan lahan adalah persoalan besar, hal ini 
dilakukan untuk persoalan lahan yang sulit agar bisa dipermudah. 
pemerintah dorong lahirnya kawasan industri, kawasan ekonomi khusus 
dan kawasan stragis pariwisata nasional. pemerintah berencana mengubah 
regulasi agar rencana tata ruang wilayah lebih fleksibel dan ramah 
Investor, melalui Rancangan Undang-Undang Pertanahan. Dimana 
pemerintah pusat dapat mengeluarkan rekomendasi untuk penyesuaian 
tata ruang wilayah. Hal yang sama telah dilakukan untuk Proyek Strategis 
Nasional yang selama ini berjalan, seperti Proyek Pembangunan 
Infastruktur Jalan Tol, Proyek Strategi Nasional Non Tol.
40
 
3. Mengatasi infrastruktur yang belum merata, salah satu hal yang disoroti 
oleh pemerintah. Meskipun sumber pembiayaan itu berasal dari hal-hal 
yang cukup kompleks sampai juga Negara harus memilih jalan untuk 
berutang. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum Dan 
Perumahan Rakyat mendorong inovasi pembiayaan pembangunan 
infrastuktur melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). 
Manfaat pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU yaitu : 
a) Transfer Knowledge kerjasama Swasta dan Pemerintah.  
b) Transfer Pengetahuan dan Teknologi dari pihak swasta kepada 
pemerintah.  
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c)  Proyek delivery,  upaya pihak swasta untuk penyelesaian suatu 
proyek berdasarkan kesepakatan dan kepastian target penyelesaian 
sehingga terhindar dari siklus anggaran. 
d) Adanya Potensi terhadap Investasi, terbukanya peluang bagi pihak 




4. Upaya penyiapan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai 
kebutuhan industri saat ini, dan pemerintah mengembangkan program 
pendidikan dan pelatihan antara lainyaitu SMA, BLK dan politeknik. 
Untuk itu peningkatan kualitas tenaga kerja terampil, kementerian 
ketenagakerjaan mengeluarkan kebijakan, antara lain:  
a. Pelatihan kerja berbasis ketrampilan yang inklusif atau tidak 
memerlukan batasan usiaataulatar belakang pendidikan. 
b. Perencanaan, Repoisisi, Revitalisasi, Re-BrandingBalai latihan 
kerja. 
c. Triplle skill Program, Pelatihan pelatihan ketrampilan, 
memberikan pelatihan bagi calon tenaga kerja yang belum siap 
kerja, untuk meningkatkan ketrampilan pekerja yang ingin 
meningkatkan ketrampilanya, dan pelatihan ulang ketrampilan, 
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bagi pekerja yang terkena dampak pengangguran atau perubahan 
pekerjaan. 
Upaya langkah pemerintah terbaru untuk mendobrak hambatan dan 
mempercepat investasi yaitu dengan membentuk , Satuan Tugas (Satgas) 
Percepatan investasi, tugas satgas adalah melakukan pengawalan (end to end) 
dan berperan aktif dalam penyelesaian hambatan pelaksana investasi. Satgas itu 
justru akan mempermudah perizinan berinvestasi.
42
 Menurut Bahlil Mentri 
Investasi jika investor memiliki kendala investasi, maka satgas percepatan 
investasi yang akan turun langsung ke lapangan untuk mengecek hambatan 
teknis, hal tersebut dinilainya tidak bisa dilakukan oleh kementrian investasi 
karena memiliki keterbatasan hak dan wewenang. Contohnya, bila ada masalah 
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1. Reformasi hukum dengan diciptakanya Undang-Undang Cipta Kerja 
melalui konsep omnibus law yang secara signifikan mengubah berbagai 
ketentuan pasal dalam 79 Undang-Undang, permasalahan yang dihadapi 
dalam peningkatan investasi yakni iklim investasi yang memburuk karena 
faktor prosedur perizinan investasi yang mahal dan panjang, rendahnya 
kepastian hukum, lemahnya insentif investasi, kualitas Sumber Daya 
Manusia rendah dan terbatasnya infrastrukur,tidak ada kebijakan yang 
jelas untuk mendorong pengalihan teknologi dari penanam modal 
asing.Penyebab masalah Rendahnya kemudahan berusaha disebabkan oleh 
beberapa indikator seperti, perizinan kewirausahaan itu rumit, pembebasan 
lahannya kaku, dan sulit Memperoleh pembiayaan dan kompleksitas 
likuidasi kepailitan. Kepastian hukum dapat memberikan keyakinan bagi 
setiap pelaku ekonomi, karena pelaku ekonomi dapat memprediksi 
keuntungan yang diharapkan, mulai dari proses produksi hingga proses 
distribusi, bahkan hingga dukungan hukum yang diberikan untuk kegiatan 
ekonomi dapat tercapai.Pengaturan khusus yang terkait dengan 
peningkatan ekosistem Investasi dan kegiatan usaha dalam Undang-
Undang Cipta Kerja dicapai dengan mengubah, menghapus, atau 
menetapkan pengaturan baru dalam beberapa ketentuan dalam undang-





Cipta Kerja, ketentuan dalam undang-undang yang dianggap menghambat 
Investasi dan kegiatan usaha. Salah satunya pasal 7-12 tentang perizinan 
berusaha berbasis resiko dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. 
2. Indonesia merupakan negara berkembang,Bagi Negara berkembang tentu 
dalam meningkatkan pembangunan perekonomiannya banyak membuka 
peluang untuk para investor dalam menanamkan modalnya, baik investor 
dalam negeri maupun investor asing yang berlomba-lomba untuk mencari 
keutungan yang di harapkan. Namun tidak semua investor menanamkan 
modalnya di Indonesia dengan mudah. Banyak peraturan-peraturan yang 
menjadi persyaratan bagi investor, terutama investor Asing yang selalu 
mengeluh aturan-aturan yang dibuat di Indonesia. Sering terjadi tumpang 
tindih aturan-aturan yang sehingga investor asing banyak yang pindah 
untuk menanamkan modalnya dari Indonesia. Tantangan yang dimaksud di 
sini, tidak saja datang dari luar yakni negara tuan rumah itu sendiri yakni 
memberi berbagai kemudahan dalam melakukan investasi, akan tetapi juga 
dari dalam negeri sendiri yakni belum tersinkronisasinya berbagai 
peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penanaman modal, 
baik yang diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah 
daerah.  
B. Saran 
1. Tekait pengaturan perizinan Investasi terbaru,supaya pemerintah lebih 





untuk memancing investor supaya mempercepat realisasi investasinya 
Indonesia untuk membangkitkan perkonomian dimasa pandemi saat ini. 
2. Pemerintah harus melakukan pembetntukan sebuah tim guna 
mempercepat perizinan investasi, karena masih ada beberapa kendala 
yang di alami investor terkait pezininan setelah diterbikatanya Undang-
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